
d. bahwa berdaaarkan perti.mbangan eebagaimana 
dimak&ud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ct 
perlu menetapkan Pera.turan Bupati tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sedcrhana Sewa; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang~Unde.ng Dasar Negara. 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 t.entang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Ling1runga.n Propincsi J awa Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa untuk. memberikan pedoman dalam 
pengelolaan rumah susun sederhana $eWB. 
sebapimana dhnaktmd pada h\.ll'Uf b, perlu disusun 
peraturan tentang pengelolaan rumah suaun 
eederhana sewa yang ditetapkan dengan Pemturan 
Bupati; 

Menimbang a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah 
tinggal yang bermartabat, nyanum., aman dan sehat 
bagi masyarakat pe:rkotaan di Kabupaten Purworejo, 
lchusuenya. masyarakat berpengha.silan. rendah, 
Pemerintah Kabupe.ten Purworejo akan mengelola 
dan memanfaatkan barang milik negara berupa 
bangunan Rumah Susun Sederhana sewa yang 
berada di wilayah Kabupaten Purworejo; 

b. behwa bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 
scbagaimana climakaud pad.a huruf a, perlu dikelola 
agar keberadaan rumah susun sederbana sews. 
tersebut dape.t berdayogun.a dan berhaBilguna 9erta 
mencapai tujuan~ target dan sasaran yang 
diharapkan; 

BUPATI PURWOREJOJ 

TENTANG 

PENOELOLMN RlJMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

DENGAN RAHMAT 11..IHAN Y ANO MAHA ESA 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati aebapi unaur penyelen888J"a 

Pemerintahe.n Daerah yang memimpin pelaksanaan uruaan 
peuierintahan YaD8 menjadi kt:wenangan daerah otonom. 

3. Bupati adelah Bupati Purworejo. 
4. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang aelanjutnya disebut 

Rusunawa, adalah bangwum gedung bertingkat yang dibengun 
daJaro auatu ling)runpn yang terbagi daJam begian-bagian yang 
distruk:turkan aecara fungaional delaro arah horiaontal 1DAupun 
vertika1 dan merupakan satuan-satuan yang masing-masiJ:ig 
digunakan secara terpisah, status penguasaannya eewa eerta. 
choangun dengan menggunakan dana Anggll11Ul Peodapate.n dan 
Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daenlh dengan funpi utamanya eebagai hunian. 

5. Satuan Rumah Susun Sederhane. Sewa, yang selanjutnya diaebut 
Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat 
digunalran eecara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan 
dan mempunyai sarana peoghubung Ire jalan wnum. 

6. Pengrelola adalah Pcranglmt Deamh yang ditunjuk oleh Bupati 
untuk melekMnakan 111:bagian fungsi pengelolaan Rusunawa. 

BAB! 

KETEN'l'\JAN UMUM 

Pasal l 

MEMUT\JSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 
RUMAH SUSUN SEDERNAHA SEWA. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint:ahan Daerab (Lemberan Negara Republil< 
lndoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repub1ilc lndoneaia Nomor 55a71, 
sebegaimana telah diubab beberapa kali, terakhir 
denga.n dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinte.ban Daerah (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 56791; 

4. Peraturan .Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Rwaah Susun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomoi: 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndoneaia 
Nomor 3372); 

5. ~raturan Menteri Negara Pen.unahan Rakyat Nomor 
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah 
Suaun Sederhana Sewa; 

 



Mak6ud ditctapkannya Pcraturan Bupati ini edeleh untuk memberikan 
acuan dalaro pengelolaan Ruaunawa aeoptimal mungkin aehinKP 
keberadaan Ruaunawa dapat berdayaguna dan berhaailguna aerta 
ten::apai tqjuan, target dan sasaran yang diharapkan. 

Pengelolaan Ruaunawa berasaakan kcaejahtcraan, kcadilan dan 
peinerataan, kenasionalan, keterjangkawu,. dan kemudahan, 
kecfisienan dan keman.faatan, kerna.ndirian dan 11:eberaamaan, 
k.mutraan, kneraslan dan keeeimbe.ngan, keterpaduan, kcechat.an, 
keleatarlan dan berkclanjutan, keselamatan, kenyamanan clan 
kemud.ahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

Paaal 3 

7. Masyarakat Berpengha.silan Rendah, yang selanjutnya disingkat 
MBR, adalah masyarakat yang mempunyai kcterbatasan daya bcli 
IIChingga perlu mcndapat dukungan pemerintah/Pemerintah 
Daerah sebagai Penghuni Sarusunawa. 

8. Pengbuni edaJah warga ncgara Indonesia yang termasuk daJem 
kelompok MBR yang clitete.pkan sebagai Penghuni dan melakukan 
pcrjanjian sewa menyewa Sarusunawa dengen Pengelola. 

9. Pengelolaan adaJah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola 
etas barang milik daerah yang berupa Rusunawa dengan 
melcstarikan fungsi Rusunawa yang me\iputi kebijakan 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemenfaatan, pcngamanan 
dan pemeliharaan, penilaian, penghs.pusa.n, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pcmbinaan. pengawasan dan pengendalian 
Rueunawa. 

10. Pemanfaatan adaJah pendayagunaan barang mili.k daerah yang 
berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugaS pokok 
dan fungsi pe.rangk.at daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak 
mengubah statue kepemilikan yang d.ilakukan oleh peng,clola untuk 
memfungsikan Rusunawa aesuai dengsn aturan yang telah 
ditetapkan. 

11. Tarif Sewa adaJah jumlah atau nilai tertentu dalam bcntuk 
etjum1ah nominal uang sebapi pembayaran ates sewa Sarusunawa 
dan/atau eewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu 
tcn.entu. 

12. Uang ja.minan adalah eejumlah uang yang besarannya ditetapkan 
oleh Pt:ngelola yang wajib diaerabkan olch Penghuni kepada 
Pengclola pada saat penandatanganan penjanjian aewa menyewa 
untuk menjamin dipenuhinya k.ewajiban Penghuni. 

13. Denda edalah sejumlah uang yang besaraanya ditetapkan olch 
Pengelola dan dikeoakan Pengelola kepads. Penghuni ataa 
keterlambatan pembayaran yang mertjadi kcwajiban pengbuni IICl1a 
pelaogaran terhadap tata t.ertib penghun.ian ecauai denpn 
peraturan yang telah ditetapkan. 

14. Paguyuban adaJah kumpulan yang dibentuk dan beranggotakao 
Penghun.i dengan kepengurusan da.ri dan dipilih oleh Pengbuni. 

Pual2 

 



(1) Pcrnanf9atan fiaik bangunan Ruaunawa merupakan kegiatan: 
a. pemanfaatan rwuig bunian; dan 
b. pemanfaatan ruang bukan hunian. 

Bagian Kesa.tu 
Linglcup Pcman{aatan Fisik 

PMal6 

BABU 

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA 

Ru.ang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi: 
a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup 

pemanfaatan ruang dan bangunan, terms.auk pemeliharaan, 
perawatan, aerta peninpatan kualitas prasarana, earana dan 
utilitae; 

b. kelembagoan yang mencakup tugas, halt, kewajiban dan laranpn 
pengelola aerta peran Pemerintah Dacrah; 

c. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses 
penghunian, penetapan calon penghunl, perjanjian i,ewa menyewa 
eerta halt, lu:wajiban dan lanuigan penghuni; 

d. penatauaahaan la,uangan yang mencakup sumber keuangan, t:arif 
aewa, pemanfaatan hasil lleWQ., pencataam dan pelaporan; daII 

e. pengembangan bangunan Rusuna.wa. 

PasaJ 5 

Tajuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau 

daJarn lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan 
eerta menciptakan permukiman ylU\g terpadu guna membangun 
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; 

b. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 
permukiman kwnuh; 

c. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, 
ecimbang, elisien, dan produktif; 

d. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang mcnunjang 
kehidupan penghuni dan masyanikat dcngan tetap mengutarnakan 
tujuan pemenuhan kebutuhan perurnahan dan permulcman yang 
layak, terutama bagi. MBR; 

e. menjamin terpenuh.inya kebutuhan rumah susun yang layak dan 
terjangkau, terutama begi MBR dalaln lingkungan yang sehat, 
aman, harmonia, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata Jcelola 
perumahan dan pemrnkiman yang terpe.du; dan 

f. memberikan kepaatian hukum dalam penyediaan, kepenglmniao, 
dan pengelolaan Rusunawa. 

Pasal 4 

 



(1) ~rnanfeatan ruang bukan hunian !lt'bagaimana dirnalc:sud dalarn 
Paeal 6 ayat (1) hwuf b wajib memperhatikan hal-hal sebaga.i 
berikut: 
a. satuan bukan hunian yang a.da pada bangunan Rusunawa hanya 

dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak 
dap&t clifungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk 
kegiatan Jain; 

b. pelakll81laan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya 
dapat dilakukan melalui koperasi/J)88UYUban ~uni; 

Paaal 8 

Pemanfllatan rueng hunien aebegairnana dimakaud dalam Pasal 6 
ayat (1) hurul a wajib rnemperhatikan hal·hal scbagai berikut: 
a. pem.indahan dan pengube.han perletakan atau bentuk etemen 

Sa,ugunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola; 
b. elemen sebagairnana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan 

kelengkapan rinci bangunan yang membenruk fungwi den gaya 
araitelctur bangunan tennasuk diantaranya atap, langit-langit, 
kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, 
komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen 
mekanik; 

c. penataan dan pengaturan barang dalam SaruSW1Awa ti.dak 
mengbalangi. jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan 
cahaya; 

d. pencmpe•an sekat pemisah antar ruang tidak menpnggu struktur 
bangunan;dan 

e. peman.fs.atan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakua (MCK) 
serta fung11i ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian 
dilalruken oleh penghuni. 

Pasal 7 

Bagiao Kedue 
Peman.faatan Ruang 

(5) Utilitas sebegeirnana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan 
liatrik, air bersih, air limbah dan perlengkapan pemadern 
kebakaran. 

(4J Sara.na sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri dari sarana 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga. 

(2) PelJlllD!aatan lisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menca.kup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta 
peningkatan lcualitas bengunan prasarana, sarana dan utilitae. 

(3) PrallBJ'Ula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, 
tanl!l!lll, aelasar, dralnase, sistem air llinb6h, pcreampahan dan air 
benih. 

 



{I] Pemeliharaan bangunan RUSWUlwa adalah kegiatan menjaga 
keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan aarananya 
agar bangunan Rusunawa tetap laik ~i. 

Pasal 10 

(1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka 
terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib 
memperhatilcan hal·bal aebagai berikut; 
a. pemanfaatan bagian atap (roo.n harus diaesuaikan dengan daya 

dukung struktur bangunan Rusunawa; 
b. pemanf>aatan bagian bangunan ballcon atau dinding bangunan 

hanya dapat dig1maksn untuk tanaman dalaro pot/gantung; 
e. ruang bawah tanggs tidak clapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi; clan 
d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk 

menempatkan papen infonnui. 

(2) 1"1:manfaatan bangunan Ruaunawa sebagairoana dimaksud pada 
ayat (1) termasuk bangunan praaarana dan ea.ra.na yang dapat 
dimanfaatkan beraama oleh Penghuni dan Pengelola. 

(3) Pemanraatan bangunan pruarana dan 6BJ9n8. yang dilakukan oleh 
Penghuni tidak bolch meJl8811Dl!BU Penghuni la.innya. 

{4) Pemanfaatan bangunan Ruaunawa sebag.aimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdaaarkan kesepakatan antara Pmgelola 
denpn Penghuni sesuai denpn perjanjian sewa menyewa. 

Bagian Kcempat 
Pmneliharaan 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Bangunan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan bwuan 
sebagairoana yang diroakaud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pengelola. 

c. satuan bukan hunian di!ungsikan untuk melayani kebutuhan 
Penghun.i; 

d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebi.h.i 
batas satuan tersebut; 

e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan ll9.11ll1B. 
S011ial sesuai ketetapan Pengelola; dan 

f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus {MCK), 
ruang serbaguna, ruBJ18 belajar dan ruang penerima tamu serta 
sarana lain bagi lansla dan penyandang cacat yang berada di luar 
satuan hun.ian dilakukan IICC8r8. beraama. 

 



Bagian Kesatu 
Pengelola 

Pasal 13 

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barartg milik 
daerah benv=ang d.an bertanggungawab atas pembi.naan dan 
peJaksenaen pengeJolaan Rusunawa. 

BABIIl 

KELEMBAGAAN 

Pengelola wajib melakukan peningkatan k:ualitas prasaraaa, sarana 
dan utilitas yang tersedia di kawll$BD Rus.unawa dari lmndilli yang 
kurang baik mcnjadi lebih baik, nyaman dan a.man aesuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Kegiaten perawatan sebagaimana dimeksud pada e.yat (1) terdiri 
dari: 
a. perawaten rutin; 
b. perawatan berl<ala; dan 
c. perawatan mcndesak/perawatan darurat. 

(3) Pengelola melakukan pemerikaaan rutin terhadap bangunan 
Rusunawa dan apebila ditemukan kerusakan pada bangunan 
Ru8Wl8.wa maka pengelola we.jib menentulcan jenis perawatan den 
pen.ganggaran biaya yang dibutuhkan. 

(4) Pl::rawaten aebegaimana diroeksud pada ayat {l) dilalo•kan sesuai 
tingl<at ken•sekan terhedap be.Dgunan Rusunawe. 

Bagian Kccnam 
Peningkatan Kualites Praaarana. Sarena dan Utilltu 

Pasal 12 

(II Perawatan bangunan Ruaunawa adalah kegiatan memperbai.ki 
dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sa.ra.na agar 
bangunan Rusunawe tetap laik fungai. 

Pua! 11 

Begien Kelima 
Perawaten 

(21 Pcmeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana. dimaksud pe.da 
ayat (ll dilakukan oleh pengelola yang meliputi prasarana, sarana 
dan utilitas Rusunawa. 

 



Pengelola berhak; 
a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni; 
b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila pengl:auni tidak 

melPbanakan kewajiban dan/atau melangger larangan; 
c. men.arik uang eewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti 

air bersih sampah, listrik., eerts. aJr llmbeh aewai ke9epekatan dan 
menerima. pendapatan lain-lain dari pemanlaatan bangunan 
Ruswiawa dan lingkungannya; 

d. mcmberikan sankai denda atas ket.erlambatan pembayaran yang 
menjadi kewajiban penghuni serta pelaaggaran terhadap tata tertib 
penghun.ian sesua.i dengan peraturan yang telah ditetapkan; 

e. melaksaoakan pengatunm dan penertiban 11droinistraai berkaitan 
denpn hak, kewajiban dan larangan penghuni; 

r. melaksanakan pengaturan dan penettiban tekni.8 berbitan dengan 
pengelolaan Rusunawa; dan 

g. menerapkan sankei adminJstratif kepada penghun.i dan pengguna 
yang memanfaatkan fasilitas Rusw,awa. 

Pengelola bertugas melakukan pengelolaan Rusunawa untuk 
menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian 
serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa. 

Bagian Ketiga 
Hak, .Kewajiban dan Larangan Pengelola 

Pasal 16 

Dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan lungsi pengelolaan 
Ruaunawa pad.a Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (3) dapat dibentuk Unit Pelakaana Teknis berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Togas Pengelola 

Pasal 15 

Pasal 14 

(2) Selaetarls Daerah se1alru pengelola barang milik da.erah, berwenang 
dan bertanggung jawab mengatur pela.ban.aa.n peogelolaan 
Rusunawa 8etelah mendapatkan peraetltjuan Bupati. 

(3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan 
fungai menanpni urusan perumahan aebagai Pengelola. 

(4) Perangkat Daerah eebe.gaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang 
dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan umum dalam 
pengclolaan Ruaunawa. 

 



Pcngelola dilarang: 
a. membetalkan perjanjian 8CW8. menyewa secara aepibak tanpa 

y\e11an yang dapat dipertanggungjawabkan; 
b. memutus secara aepihak pemanfaatan layanan suplai li•lrik, air 

beraih dan utilita.s lain yang d.igwiakan olch penghuni sesuai 
perjanjian sewa menyewa; 

c. mencegah informaai, pendampingan dan penyuluhan yang 
merupelw.n hak pengbuni; 

d. memungut biaya-biaya lain eecara scpihak selain yang tercantum 
daJam perjanjian !ICWll menyewa; 

Pasal 18 

Pengelola bcrkewajiban; 
a. menyiapkan perjaajian sewa mcnyewa dengan calon penghuni; 
b. melakukan pemeriksaan bcl'381114 perangkat daerah tttkait yang 

membidangi bangunan agar bangµnan Ruaunawa layak huni; 
c, menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan 

saran.a sosial; 
d. melakukan perawatan, pemelihara.an, perbaikan secara teratur 

terhadap seluruh elemen clan komponen Rusunawa serta inspeksi; 
e, menjaga eituasi dan lrondia.i lceamanan lingkungan dan menjalin 

kerjaaama dcngan aparat keamanan; 
f. mengadakan soaialisasi berkala ten:nasuk pclatihan dan bimbingim 

tentang lceadaan darurat dan bahays kebakaran kepada pcn,gbuni; 
g. menyedialcan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusa.kan 

pada satuan hunian yang ditempati penghuni; 
h. mengembaJikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi 

pernutuaan perjanjian sewa menyewa antara pcngelola dan 
penghuni aesuai peratunm yang ditetapkan; 

I. menanppi permintaan/kcluha.n atas laporan yang dilllllDpaikan 
olch penghuni; 

j. memonitor fungai jaringan pipa pemadam kebekaran be&ert.a 
pcralatannya secara rutin pa.ling lama 6 (enam) bulan sekali; 

k. menyediak:an prasarana d.a.sar luitrik dan air benrih sesua.i yang 
telah disepakati dalam perjaajian sewa menyewa Saruauna~; 

I. menyuaun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan 
pertjelasannya k.epada pengb.uni, termasuk hak, kcMljiban dan 
larangan; 

rn. memonitor lceseeual.an/kebenaran penghuni yang tingga1 di 
Rusunawa eesuai dengan perjanjian aewa menyewa yang telah 
ditandatangani eecara rutin 1 (aatu) eampai denpn 2 (dual bulM 
aekali; 

n. me~, merawat dan memelihara praearana, saraua dan utilltas; 
clan 

o. membuat laporan bulanan dan tahunan pelakaanaan pengelolaan 
Rusunawa yang meliputi laporan operaalanal dan. laponm keuangan 
kepada Bupati. 

Pasal 17 

 



(l) Calon Penghuni wajib mengajukan pennohonan pcndaftaran 
kcpeda Bupati. 

(2) Permohonan pendaftaran cakm Penghuni aebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilampiri dengan ~tan sebagal berilrut: 
a. futolmpi Karru Tanda Penduduk; 
b. rotokopi kartu keluarga yang maaih berlaku; 
c:. aurat keterangan belum memiliki rumah/t.empat tinggal yang 

diterbitkan oleh Kepala 'Dess./ Lurah dan diketahui Carnet; 
d. fotokopi akta nikah/ alda cerai; 
e. aurat pemyataan bersedia melepaakan haknya sebapi 

Penghuni apabila kemampuan ekonornioya telah meningkat. 

Paragraf 1 
Pendaft.anm Calon Penghuni 

Pasal 20 

Bagiao Kedua 
Pi oaes Penghunian 

{2) Penghuni yang kexnampuan ekonominya t.elah roeningkat m.eajadi 
lebih be.ik harue melepaskan h&knya 19Cbagai Penghuni. 

{3) Pelepaaan hak scbagal Pl:nghun.i sebagalmana dimakcud pada 
ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi eecara berkala yang dilalcukan 
oleh Pengelola. 

(l) Saaaran Penghuni adalah: 
a, warga negara Indonesia diutaroakan penduduk Kabupat.en 

Purworejo; 
b. MBR; 
c:. betum memiliki rumah/tempat tingga.l yang dibuktikan dengan 

Surat K£terangan dari Kcpala Desa/ Lurah dan diketahui 
Carnat; dan 

d. sudah/pemah berkeluarga. 

Paaal 19 

Bagian Keaatu 
Sasaran Penghuni 

BAB IV 

KEPENOHUNIAN 

e. mCDBlt"Dggll kenyamanan penghuni Rusunawa 19Crta pengguna 
bukan hunlan; dan 

f. memuukan orang/ banmg yang tidak sesuai dengan ketentuan 
pengelolaan Rusunawa di dalam atau di luar hunian dan 
lingkungan Rusunawa. 

 



Berdaaarkan pendaftaran calon penghuni t1Cbagaimana dimakeud 
dalam Pasal 21 Bupati melalui Pengelola menetapkan calon Penghuni 
dengan ketentuan sebaga.i berikut: 
a. meoyeleksi calon Penghuni yang telah mendaftar dan telah 

memenuhi persyaratan; 
b. meae~kan pemohon yang ditunjuk aebagai calon Penghuni; 
c, menetapkan daftar tungu calon Peogbuni yang memenuni syarat 

den lulus seleksi; 
d. mengumnrnkan dan memanggil ce.lon Penghunl; 
e, meminta Penghuni untuk mengisi surat pemyataan untuk 

mematuhi tata tertib penghunian; 
r. membacakan dan memberitahu.kan hak dan kewajiban Penghuni 

kepada Penghunl, 8Cbelu.m penandatanganan pcrjanjian aewa 
menyewa; 

g. me.oyampailcan swat penpntar dari Pengelola untulc disampailrAn 
kepada ketua paguyuban setempat untuk. dicatat dan digunakan 
11ebagai bukti bahwa calon Penghuni yang bersangkutan dinyata1can 
resmi rnenjadi Penghunl; dan 

h. membcrikan swat pembatalan penghunian kepada calon 
penghunl yang tidak memenuhi ayarat. 

Pasal 22 

Paragraf2 
Penetapan Calon Penghuni 

(4} Pengelola memeriksa/ meneliti pennohonan pendaftaran beserta 
perayaratannya dengan meminta kepada calon Penghuni untuk 
menunjukkan dokumen asli dalarn hal dokumen peniyaratan yang 
dilampirkan berupa fotolcopi. 

(5) Pengelola mengembalikan pcrmohonan pendaftaran yang belum 
lengkap dan benar kepada calon Penghuni untu.k dilengltapi dan 
dibenarkan. 

(1) Pennohonan pendaftaran eebagai Penghuni diajukan secara tertulis 
kepada Bupati yang disampaikan melalui Pengelola dengan cara 
mengjsi !onnulir pendaftaran yang relah disediakan. 

{2) Formulir pendaftaran sebagairnana dimeksud pada ayat {l) dapat 
diperoleh di kentor Pengelola yang berada di Rusunawa. 

{3) Permohonan pendaftanm berupa fonnulir pendafta.ran yang telah 
diis.i lengk.ap dan benar disampaikan oleh calon Penghuni kepada 
Pengelola dengan diserta.i persyaratan sebagaimana dimaksud 
da1arn Pll.8al 13 ayat (2). 

Pasal 21 

 



(1) Penghuni berhak: 
a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang clisewa untuk 
~tan ull&ha melalui koperasi/paguyuban; 

b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuaogan air 
kotor dan/atau air limbeh; 

c. mengajukan keberatan ate.a pelayanan kondisi lingkungan 
human yang kunmg diperhatilmn atau terawat kepada 
Pengelola; 

d. mendapal pelayanan ataa perb•dkau keruaakao b&nguna.n, 
praaaran.a dan sarana dan utilitas umum yang bukan 
dieebabkan oleh Penghuni; 

e, memanfaatkan sarana &Ollis.I; 
r. mendapat petayanan ruang duka pada ruang &eTba guna bagi 

Penghuni yang meningpl dunia; 
g. menempati satuan human cadangan yan diaiapkan oleh 

Pe.ngelola aaat dilakukan perbaikan pada satuan hunian; 
h. menjadi anggota paguyuban yang dimanfaatkan scbagai wadah 

komuoikasi dan sosia]isesi guna kepentinpn beniama; 
1. mendapat keteotraman clan privasi terhadap gangguan fiaik 

maupun psikologis; 
J· mengetahui kekuatan komponen atruktur menyangkut daya 

dukwl& dan keamanan fiaik bangw,an; 

Beglsm Keetnpat 
Hak, Kewajiban dan l...aranga.o Penghuni 

Paaal 24 

(31 Penjanjian sewa menyewa scbegaimana diroaksud pada ayat (1) 
diseiapkan oleh Pengelola, 

(2) ~anjian eewa menyewa aebagaimana dimakaud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Pengelola dan Penghuni. 

(ll Perjanjian sewa menyewa San.lsunawa paling sedikit memuat: 
a. identitas kedua belah pihak; 
b. waktu terjadinya keaepakatan; 
c, besaran sewa; 
d. hale, kewajiban dan larangan para pihak; 
e. jang.ka waktu dan berakhimya perjanjian: 
f. keadaan diluar kemampuan (/oroe majeur); 
g. penyeleaaian penieliaihan; dan 
h. aanksi ataa pelanggaran. 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 
Perjanjian Sewa Menyewa 

 



Penghuni dilarang: 
a. memindehkan hak sewa ltcpe.da pihak lain; 
b. menyewa lebih dari satu satuar; hunian; 
e, menggunakan satuan hunian 11ebugai tempat U61Ul.11/gudang; 
d. mengisi aatuan hunian melebihi keu:ntuan tata tertib; 

Pll8al 26 

Penghuni berkewajiban: 
a. mentaati peraturan, tata tertib eerta menjaga ketertiban 

lingkungan; 
b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah 

ditctapkan Pcngelola; 
c. memclihara, merawat, mertj~ kebersihan satuen hunian clan 

sarana umum serta berpertisipaiu dalam pemeliharaannya; 
d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan aecara rapi 

dan teramr; 
e, membayar biaya pcmakaian sarana air benih, listrik, l!laJllpah clan 

air limbah; 
f. membayar uang aewa clan jaminan uang sewa; 
g. melaporkan pada Pengelo\a apabila mengetahui adanya kerusekan 

pada prasarana, sarana clan utilitae di Rusuaawa; 
h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang dialobatkan 

kdaleian Pcnghunii 
i. mengosongkan ruang h•miao pada saat perjanjian sewa menyewa 

berakhir; 
J· berpartieipasi dalam menciptakan l..in8klll1gan dan kehidupan 

berma3yarakat yang hannonis; 
k. mengikuti pelatihan dan bhnbingan yang dileksanakan oleh 

Pengelola secera berkala; dan 
I. memarkir dan meletalckan kendaraan di area yang t.elah <litetapkan. 

Pasal 25 

{21 Peaghuru yang memili.k:i cacat fiail< dan lanjut usia berhak 
mendapatkan perlakuan khusus. 

(4) ~ khusus aebapimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
penempatan ruang hunian clan mobilita.s. 

I. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan t.entang 
penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, 
pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, 
listrilt dan lainnya; dan 

m, memanfa.atkan prasarana, sanma dan utilitas sesuai dengan 
fungsi. 

k. mcndapat pcndampinpn me~na.i pengbunlan dari Pengclola; 

,. 

 



(21 Pt:ndampinl!llJ\ d.ilalrukan dengan C1U11 seba&ai berikut: 
a. mendampingi Penghuni dalam ~ kchidupan dan 

pe~upan di Rusunawa aerta bertindak. aelaku mediator 
antana PerJ8huni denpn Pengelola; 

b. melalcukan pendllmpmgan kepad.a ~uni terma.suk 
memberikan saran dan pertimbanpn kepada para Penghuni 
dalam menjalankan usahanya; 

c. membentu Peogbuni dalam mengembangkan pola pembiayaan 
dan pengelolaan usaha beraama agar diperoleh pola yang paling 
menguntungkan dan efit1ien dalern petatrnaoaennya; dan 

d. membangun kemandirian dan keber!lamaan Penghuni dalam 
hidup di Rusunawayang bertanggungjawab dengan etika sosial 
budaya bangsa Indonesia serta menumbuh kembangkan 
la:aad.aran, semangat dan kemampuan untuk menjaga 
ketertfban, keamanan, kebersihan dan la:nyamanan da1mn 
Ruaunawa. 

(1) Pendampingan kepada Penghuni dilakuk:an oleh Pengelola bersama 
lemhega terkait. 

Bagian Kelima 
Pendampingan 

Pasal 27 

e. mengubah praaara.na, aarana dan utilitas RuaWU1wa yang sudab 
ada; 

r. menjemur pekeien dan lainnya di luar tempat yang telah 
di tentulc.a.n; 

g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman la:raa, dan berbuat 
maltsiat; 

h. melakukan kegiatan yang menimbulkan suara kems/biaing, bau 
menyengat, tennasuk memelihara binatang peliharaan yang 
,ne~ keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan; 

i. menpdakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

J· mcmasak dengan menggunakan kayu, a.rang. atau bu.ban lain yang 
mengotori lingkungan; 

le. membuang benda-benda ke dalam sa.luran air kamar mandi/WC 
yang da.pat menyumbet saluran pembuanpn; 

l. menyimpan segaJa jenis bahan peledak, bah.an kimia., bah.an bekar 
atau behan terlarang lainnya yang dape.t men.i.mbulkan kebakaran 
atau bahaya lain; 

m. mengubah konstrukai bangunan Rusunawa; clan 
n. meletaldcan barans-banmg melampaui d-.ya d:ulcuna bangunan 

yang ditenrukan. 

 



13) Beaaran tarif sewa. Sarusunawa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapltan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

12) Besaran tarif sewa Saruaunawa, ditetapkan dengan 
memperbatikan: 
a. besaran tarif aewa diaesuaikBn dengan daya beli kelomp<>k 

&asaran dan dibataai paling tinggi 1/3 (aepertiga) dari Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) yang berlak:u di Daerah; dan 

b. perhitungan besaran tarif sewa dieesnaikan dengan pengeluaran 
biaya operasional, biaya pemeliharaan Rusunawa, tennaauk 
pei-hitungan ekalasi harga karena inOasi. 

e. daJam ha! calon Penghun.i tidak memiliki kemampuan 
membayar sewa yang ditetapkan, Pengclola dapat melakukan 
subaidi a,lang atau mengusahakan subsidi maupun bantuan 
dari sumber lain. 

{ 11 Tarif eewa Sarusunawa ditetapltan oleh Bupati atas usul Pe~lola. 

Pasal 29 

{4) Pengclolaan keuangan dilaku.k.an Pengelola sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(3) ~dapatan dari tarif sews Sarmrunawa, biaya denda dan usaha­ 
usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf c, 
hwuf d dan hwuf e merupakan pendapatan daerah dan wajib 
disetor kc rekening kM daerah. 

(1) Sumbcr keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh 
dari: 
a. Angpran Pendape.tan dan Belanja Daerah; 
b. uangjaminan; 
c. truif sewa Sarusunawa; 
d. biaya denda; dan 
e. usaha-useha lain yang sah. 

(2) Usaha lain yang sah aebagaimana dimaksud pada ayat (I) hwuf e 
antara Jain: 
a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau 
b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersiaJ di 

linglrungan Ru!lunawa. 

Pase.I 28 

PENATAUSAHMN KEUANGAN 

BABV 

 



(3) Penghwtl yang melangsar ketentuan sebqaimana yang dlrneksud 
dalam Pasal 25 dal1 Pue! 26 dlkcnakan sanksi administmsi 
berupa; 
a. tegumn secara lisan; 
b. teguran secara tertulia; 
c. pengenaaan denda; 
d. pembongka.ran; dan/atau 
e, pemutusan perjenjian sewa menyewa. 

Pasal 32 

BABVl 

SANKS! ADMINISTRATIF 

(1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keu.enpn Rusunawa 
dilakaanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perbendaha.raan Negara. 

(2) Semua bentuk kandisi keuangan wajib dicatat dan dilaporkan 
sesuai dengen Standar Akuntansi Pemerintah. 

Paaa.131 

(3) Pfflgopemsi.an dan pcngcndalian biaya pemeliharaan dilaksanakan 
oleh Pengelola dengan berpedoman pacla ketentuan peraturan 
perundnag-undengan yang berlaku. 

(2) Peman!aatan pendapatan Daerah yang be& ....al dari haeil sewa 
Sarusunawa diprioritasken untulc: 
a. kegiatan operasional, pemelihacaan clan perawatan Rusunawa; 
b. pemasaran, pendampingan penghwri, pemeliharaan, perawatan, 

perbailc.an, pengpntian suku cadang, pembayaran kewajiban 
atas beban bi&,ya operasi serta pemupukan biaya cadanga.n; dan 

c, pemanfaatan uang jamina.n untuk membayar tunggakan bi.aya 
sewa, lietrlk, air bersih/minwn aerta biaya lainnya yang belum 
dibayar penghuni. 

(1) Pemanfaatan pendapatan pen~lolaan Ruaunawa berupa t:arif sewa 
Sarusunawa, biaya denda dan ueaha-usaba lain yang eah 
aebagairnana dirnakaud dalaJn Pa.sa1 28 ayat [I] huruf c, huruf d 
clan huruf e dile\o•kan aesuai kctentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur pengelolean keuangan Daerah. 

Paaal 30 

, 

 



(1) Pengclola dipcrbolehkan melalrukan penambahan komponen 
bangunan Rusunawa untuk melengkapi dan menyempumakan 
bangunan Rusunawa yang ada, 

(2) Penambahan komponen bangunan Ruaunawa acbagairoana 
dimalalud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen 
bangunan Rusunawa tersebut tidak ada dalarn penmcan.aan 
pembangunan dan diperlukan setelah bangunan Rusunawa 
di.fungsikan. 

Pasal 34 

Pengelola dapat IJU:tl8USulkan untuk rnela.kukan penambahan 
bangunan Ruflunawa dan sarana yang belum teraedia dan/at.au belum 
terbangun dan/atau roasih ada pcnnintaan paaar dan apabila maaih 
tersed.ia lahan di lokaai pengelolaan dcngan ~tap mempcrhatikan 
kenywnanan Penghuni. 

BAB VII 

PENOEMBANGAN BANGUNAN 

Pasal33 

(81 Denda, pembongkanm dan pcmutusan pcrjanjian aewa menyewa 
sebepirn•na dimakeud pada ayat (3), ayat (4) da.n ayat (5) 
ditetapkan oleh Pengelola. 

(71 Pemutuean perjanjian sewa menyewa se~a yang climalcsud 
pada ayat (1) hwuf e dilakukan sepihak oleh Pengelola atas 
pelanggaran yang dil.a.kukan Penghuni, apabila Penghuni tidak 
meiaksanakan tcguran tertulis dari Pengelola. 

(6) Pernbongkaran &-bagairoana dimaksud pada ayat (l) huruf d 
berupa pengembalian liaik atau fungsi yang dilakukan terhadap 
perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh 
Penghuni. 

(5) Dcnd& aebapimana dlmaksud peda ayat {ll huruf c bctupa 
pembayaran ecjumlah uang seauai pelanggaran atau penggantian 
oleh Penghuni. 

{4) Tcguran acbagaimanu. diroaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b 
dilakukan oleh Pengelola dengan cara peraua.sil, paling banyak 3 
(tilf,lll kali berturut-turut dcngsn tengpng walctu masing-masing 7 
(tujuh) hari. 
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Pasal 36 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IX 

Penghuni yang telah menempati Sarusunawa sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai Penghuni sesuai perjanjian 
sewa menyewa yang telah ditandatangani, dengan ketentuan wajib 
menyesuailcan berdasark.an ketentuan d&Jam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 35 

KETENTIJAN PERALIHAN 

BAB VIII 

 

  


